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KEPUTUSAN KETUA UMUM 
PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I) 

NOMOR : 01/SK/Ketum/AP2I/PN/12/2013 
 

TENTANG 
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS NASIONAL 

ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2012 – 2015 
 

KETUA UMUM ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH 
 

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi perencana 

pemerintah di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, 

kota, dan kabupaten, perlu dibentuk organisasi profesi yang 

mewadahi para pemangku jabatan fungsional perencana ; 

  b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dinyatakan di dalam 

pasal 5 Anggaran Dasar AP2I, melalui pengembangan ide-ide dan 

gagasan pada organisasi tersebut, perlu dibentuk kepengurusan 

organisasi AP2I; 

  c. Berdasarkan hasil rapat konsolidasi AP2I di Bali pada tanggal 6 

Desember 2013, telah dibahas perubahan kepengurusan hasil 

Musyawarah Nasional III AP2I untuk periode 2012 – 2015. 

  d. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 2, b, c diatas perlu 

ditetapkan Keputusan Ketua Umum tentang susunan Pengurus 

Nasional AP2I 

  

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok 

kepegawaian ; 

  b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  c. Peraturan Pemrintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan 

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 

  d. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara 

Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang jabatan Fungsional 

Perencana dan Angka Kreditnya 
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Memperhatikan : Masukan peserta rapat konsolidasi AP2I, telah disusun perubahan 

Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) 

periode 2012 - 2015 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL ASOSIASI 

PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

SUSUNAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA 

PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2012 - 2015 

 

Kesatu : Mengangkat nama – nama sebagimana tercantum dalam lampiran 

keputusan ini sebagai pengurus nasional AP2I periode 2012 – 2015 ; 

 

Kedua : Menugaskan kepada nama – nama tersebut pada keputusan kesatu 

untuk : 

a. Menyiapkan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas 

dan fungsi AP2I 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketua Umum AP2I atau 

mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesekretariatan dan 

kebendaharaan organisasi AP2I; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan 

organisasi; 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar 

lembaga; 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat-diklat yang 

diperlukan bagi pemangku Jabatan Fungsional Perencana; 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi dan 

kehumasan; 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum, 

seperti penyusunan peraturan organisasi, komite kode etik, dan 

membantu anggota AP2I yang sedang menyelesaikan kasus 

hukum, dll; 

i. Mengkoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan 

kajian dan penelitian di bidang perencanaan; 
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j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan 

profesi perencana pemerintah; 

k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah komisariat 

dan kegiatan lain yang diperlukan pada masing-masing 

komisariat. 

 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 
 

 Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 7 Desember 2013 
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Lampiran Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional 

Asosiasi Perencana pemerintah Indonesia (AP2I) 
No. 01/SK/Ketum/AP2I/PN/12/2013 

 
Penasehat : 1. 

 

2. 

3. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas 

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 

Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas 

 

Penasehat Ahli : 1. Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi 

  2. Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP 

  3. Dr. Ir. Herry Darwanto 

  4. Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP 

    

Ketua Umum : Guspika (Kementerian PPN/Bappenas) 

Wakil Ketua  : Haryanto (Kementerian PPN/Bappenas) 

Sekretaris Jenderal : Danny Bastian (Provinsi Jawa Timur) 

Bendahara Umum : Watty karyati Roekmana (Kementerian Kehutanan) 

    

Ketua Bidang :    

Pengembangan Organisasi : Agus Sunaryo (Kementerian Agama) 

Kerjasama antar Lembaga : I Nyoman Sunata (Provinsi Bali) 

Pendidikan dan Pelatihan : Randy Wrihatnolo (Kementerian PPN/Bappenas) 

Informasi dan Hub. 

Masyarakat 

: Moch. Saiful (Kementerian Agama) 

Hukum : Syaiful Ramadhan (Kementerian Kehutanan) 

Penelitian dan 

Pengembangan 

: Adin Bonar (Perpustakaan Nasional) 

Pengembangan Profesi : Immanuel Sembiring (Kementerian ESDM) 

    

Komisariat / Caretaker :    

Bappenas  : Bustang 

LIPI  : John Pieter 

Kemenakertrans  : Hilaria 

 

Perpustakaan Nasional 

  

: 

 

Adin Bondar 

Kementerian Kehutanan  : Syaiful Ramadhan 
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Kementerian 

Perindustrian 

 : Sugeng Sudarno 

Kementerian Sosial  : Dina Ariyani 

Kementerian ESDM  : Immanuel Sembiring 

Kementerian 

Perdagangan 

 : Emmy 

BPPT  : Urbanus Ambardi 

BATAN  : Falikul Fikri 

    

    

Provinsi Jawa Timur  : Ahmad Solehan 

Provinsi Jawa Tengah  : Harsono Wuryanto 

Provinsi Jawa Barat  : Nugraha 

Provinsi Banten  : RR. Elies Hendraswati 

Provinsi Bali  : Nyoman Sunata 

Provinsi  NTB  : Hamzah Amin 

Provinsi Kalsel  :  Musyarofah 

Provinsi Kalbar  : Sahat Sinaga 

Provinsi DI Yogyakarta  : Meta Grizanda Meizy Rosadi 

 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 7 Desember 2013 

 
 


